GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 27 TAHUN 2008
TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH PROVINSI BALI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Provinsi Bali;

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keungan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



Menetapkan

republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4438);
5. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah provinsi Bali
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 1);

. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2007 tentang Anggaran

Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN
ANGGARAN KAS PEMERINTAH PROVINSI BALL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

N e

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

Gubernur adalah Gubernur Bali.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.



. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah provinsi selaku pengguna anggaran/
pengguna barang.

. Pejabat pengelola keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masu yang bersumber
dari penerimaan pikiran dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
satu periode.

Pasal 2

1) Kepala SKPD bedasarkan Rancangan DPA-SKPD menyusun
rancangan anggaran kas SKPD.

2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan
DPA-SKPD.

3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan
dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 3

1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah provinsi guna
mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk menandai pengeluaran-
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum
dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus
kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
yang diguakan untuk menandai pelaksanaan kegiatan dalam setiap
periode.

3) Anggaran kas sebagai mana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan
Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai barlaku pada tanggal 2 januari 2008.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 20juni 2008
Gubernur BALL,
TTD

DEWA BERATHA

Diundangkan di denpasar
Pada tanggal 20 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALL,

TTD
I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 27



